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PUTUSAN
Nomor 0547/Pdt.G/2017/PA Kdi.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara cerai talak antara :
PEMOHON, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX,
Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di jalan XXXXX,
Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,
sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan
TERMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX,
Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di jalan XXXXX,
Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,
dalam hal ini memerikan kuasa insidentil kepada Sri
Rahmawati, alamat perumahan Rafelina Blok C No.7 Kel.
Lalolara, Kec. Kambu, berdasarkan Surat Izin Kuasa
Insidentil tanggal 5 Oktober 2017, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8
September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor
0547/Pdt.G/2017/PA Kdi., tanggal 14 September 2017 dengan dalil-dalil

sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2007, yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXX tanggal 8 Agustus 2007;

2. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah
memperoleh Izin dari atasan yakni Sekda Provinsi Sultra dengan Putusan
Nomor : 417 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di
rumah kontrakan di BTN Konawe Desa Puuwonua, Kabupaten Konawe,
selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal
dan memilih untuk tinggal di kediaman bersama di Kec. Konawe, selama
kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah selanjutnya Pemohon
dengan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
seorang anak, yang bernama XXXXX, lahirtanggal 3 Novemmber 2007;

5. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni XXXXX, lahir tanggal 3
Novemmber 2007, sekarang tinggal bersama Termohon;

6. Bahwa sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus
dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:

6.1. Termohon memiliki sifat kasar terhadap anaknya;
6.2. Termohon tidak suka orangtua/keluarga Pemohon;
6.3. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang isteri;

7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan November 2014, yang
akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
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8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulitdipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon (XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menuruthukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon/kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis
Hakim menasehati dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya maksimal untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator
Drs.M. Darwis Salam, S.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal
09 Oktober 2017 ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah
memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang
berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 417 Tahun
2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Gubernur Sulawesi Tenggara, sedangkan

Termohon juga selaku Pegawai Negeri Sipil, belum memperoleh surat
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keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, hamun demikian
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Dalam permohonan Pemohon pada poin nomor 1,2,3,4 dan 5 adalah
benar;

2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya
khususnya pada poin nomor 6, dimana Pemohon menyatakan bahwa
sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
adalah tidak benar, yang benar adalah sejak tahun 2007 setelah lahir
anak yang bernama XXXXX antara Pemohon dan Termohon sudah
sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selalu
pulang malam dan tidak memperhatikan atau mengurus anaknya
kerjanya hanya main kartu saja. Sedangkan Termohon pada waktu itu
sudah menjadi PNS di Pemda Kabupaten Konawe.

Bahwa pada poin nomor 6.1 Pemohon menyatakan Termohon memiliki

sifat kasar terhadap anaknya adalah tidak benar, justru sebaliknya

Pemohonlah yang kasar, dimana Pemohon sering mengatai-ngatai

Termohon seperti anjing, setan, kurang ajar, dan bahkan mengusir

Termohon. Dan jika Termohon kasar tidaklah mungkin anak yang

bernama XXXXX tinggal bersama Termohon selama ini.

- Selanjutnya pada poin nomor 6.2 Pemohon mengatakan bahwa
Termohon tidak suka kepada orangtua/keluarga Pemohon adalah hal
yang sangt tidak benar, dan tidak mungkin saya menikah dengan
Pemohon jika saya tidak menyukai keluarga Pemohon dan hal ini
terbukti bahwa setelah saya menikah dengan Pemohon saya tinggal
bersama dengan orangtua Pemohon, sampai saya membangun

rumah didekat rumah orangtua Pemohon, karena saya tidak mau jauh
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dari orangtua, dan saya menikah dengan Pemohon pada waktu itu
Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap (Pemohon belum menjadi
PNS) sedangkan saya (Termohon sudah menjadi PNS), dan sayalah
yang berjuang sehingga Pemohon diangkat menjadi PNS.

- Bahwa pada poin nomor 6.3 dimana Pemohon menyatakan bahwa
Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri adalah hal
yang tidak benar, karena sejak saya menikah dengan Pemohon
sampai dikaruniai 1 orang anak, saya tinggal bersama dengan
Pemohon walaupun Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, saya
tetap menjalankan kewajiban saya sebagai isteri, akan tetapi
Pemohon hanyatahunya marah-marah terus.

3. Bahwa pada poin nomor 7 dimana Pemohon mengatakan bahwa sejak
bulan November 2014, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah
dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon adalah benar adanya,
karena pada waktu itu Pemohon telah lulus menjadi PNS di Pemda
Kabupaten Konawe, dan saya sebagai isteri bercanda kepada Pemohon
sebagai suami, Pak sudah gajian ? manami itu gajinya bagipi padahal
saya sudah mengetahui dari teman Termohon bahwa Pemohon sudah
gajian, dan saya (Termohon selaku isteri) sangat kecewa, karena
Pemohon langsung marah dengan mengatakan “kenapako saya tidak
mau kasihko dan ko pergi dari rumah ini karena ini bukan rumah nenek
moyangmu” mendengar kata-kata itu saya langsung sok dan malu sekali
karena pada waktu orangtua saya datang dari Makassar (Sulawesi
Selatan) menjenguk saya dan cucunya. Dan seketika itu juga orangtua
saya menangis dan mengatakan ternyata suamimu (Pemohon) orangnya
kasar, dan selama ini suamimu selalu mengasari kamu (Termohon). Dan
sejak kejadian itu saya (Termohon) bersama dengan orangtua saya
pergi ke Kendari dengan membawa anak saya yang masih berumur 3
bulan karena diusir oleh Pemohon.

4. Bahwa pada nomor 7 surat permohonan Pemohon mengatakan sudah
tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik adalah

benar, karena berdasarkan penyampaian dari ipar Pemohon kepada
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Termohon bahwa Pemohon sudah baku bawa dengan perempuan lain.
Akan tetapi Termohon tidak ambil pusing terserah kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI:

Dalam rekonvensi ini Pemohon disebut sebagai Penggugat dan Termohon

disebutsebagai Tergugat.

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di
atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi
ini.

2. Bahwa Pemohon/Tergugat mengatakan sudah tidak ada lagi jalan untuk
kembali membina rumah tangga dengan Penggugat/Termohon oleh karena
itu saya (Penggugat/Termohon) selaku isteri dari Pemohon/Tergugat
menuntut hak-hak saya sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
perbulan: 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) selama dalam masa iddah.

- Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Muh. Eka Lelaki Al
Ghazali sebesar Rp. 2.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa
dan mampu mandiri.

- Nafkah lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014 sampai
dengan Oktober 2017 atau sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak
sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu 35 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh jutarupiah).

- Mutah berupa konpensasi selama Penggugat/Termohon mendampingi
Pemohon/Tergugat selama 15 tahun yaitu uang sebesar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa Tergugat/Pemohon harus membayar hak-hak Penggugat/Termohon
sebelum Tergugat/Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan jawaban Penggugat/Termohon tersebut di atas, maka

Penggugat/Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari

Cq.Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta

memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:
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- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXX);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat
berupa:

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) perbulan: 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) selama dalam masa iddah;

3.2. Nafkah anak untuk satu orang anak yang bernama Muh. Eka
Lelaki Al Ghazali sebesar Rp. 2.000.000 perbulan sampai anak
tersebut dewasa dan mampu mandiri;

3.3.  Nafkah lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014
sampai dengan Oktober 2017 atau sampai Pemohon
mengucapkan ikrar talak sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu 35 bulan
X Rp. 2.000.000 = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh jutarupiah).

3.4. Mutah berupa konpensasi selama Penggugat/Termohon
mendampingi Pemohon/Tergugat selama 15 tahun yaitu uang
sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. Membebankan biaya menuruthukum;

Subsider:

- Bilamajelis hakim berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aegue et bono);

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan replik secara
tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya
dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan duplik secara
tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang seluruhnya
dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX
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tanggal 8 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);
Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan
pula bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :
1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi,
sedangkan Termohon adalah ipar yang saksi kenal sebelum menikah
dengan Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada
tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,
saksi hadir;

o Bahwaawalnyarumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun
dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 3
Novemmber 2007, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan
Termohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;

o Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena
Termohon kasar terhadap anaknya misalnya saksi pernah melihat
Termohon kasari anaknya dikasi cabe rawit, Termohon tidak suka
dengan keluarga kami, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya
selaku istri karena Termohon pindah tugas;

o BahwaPemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon yang
meninggalkan rumah kediaman bersama;

o Bahwamenurutpenyampaian Pemohon kepada saksi selama berpisah
Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya,
namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan;

o Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling memperdulikan lagi;
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o Bahwa saksi sebagai keluarga sering mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

o BahwaPemohon dan Termohon sudah sulituntuk dirukunkan;

2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi,
sedangkan Termohon adalah ipar yang saksi kenal sebelum menikah
dengan Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada
tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,
saksi hadir;

o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun
dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 3
Novemmber 2007, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan
Termohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;

o Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar saat saksi berkunjung di rumah mereka;

o Bahwapenyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon
kasar terhadap anaknya, Termohon tidak suka dengan keluarga
Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri
karena Termohon pindah tugas;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon yang meninggalkan
rumah kediaman bersama;

o Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi selama berpisah
Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, namun
saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan;

o Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling memperdulikan lagi;

o Bahwa saksi sebagai keluarga sering mendamaikan Pemohon dan
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Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
o BahwaPemohon dan Termohon sudah sulituntuk dirukunkan;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak keberatan;
Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah
mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:
1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal Termohon karena Temohon anak kandung saksi,
sedangkan Pemohon adalah anak mantu yang saksi kenal sebelum
menikah dengan Pemohon;

o Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami istri menikah pada
bulan Agustus 2007 di Kabupaten Konawe, saksi hadir;

o Bahwaawalnyarumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun
dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, dan anak
tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;

o Bahwa saksi melihat Termohon merawat dan mengasuh anaknya
penuh kasih sayang, layaknya seorang ibu yang baik;

o Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010. Hal tersebut
saksi ketahui karena Pemohon curhat kepada saksi;

o Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena
Pemohon tidak jujur dengan Termohon mengenai gajinya, saudara
Pemohon dan orangtua Pemohon mengusir Termohon saat Pemohon
dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ketika terjadi
masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

o Bahwa setahu saksi Termohon suka dengan keluarga Pemohon;

o Bahwa selama Termohon tinggal dengan saksi di Kendari pada bulan
November 2014 Pemohon tidak pernah datang menemui dan
menjemput Termohon dan Termohon tidak kembali menemui Pemohon
di rumah orangtuanya sampai sekarang;

o Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan
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November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon telah
meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh saudara
Pemohon dan orangtua Pemohon;

o Bahwamenurut penyampaian Termohon kepada saksi selama berpisah
Termohon masih diberi nafkah oleh Pemohon;

o Bahwa selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak
saling memperdulikan lagi;

o Bahwa saksi sebagai orangtua dan keluarga sering menasehati
Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

o Bahwa Termohon dan Pemohon sudah sulituntuk dirukunkan;

2. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon sepupu saksi,
sedangkan Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon;

o Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami istri menikah pada
tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe,
saksi hadir;

o Bahwaawalnyarumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun
dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, dan anak
tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;

o Bahwa saksi melihat Termohon merawat dan mengasuh anaknya
penuh kasih sayang, layaknya seorang ibu yang baik;

o Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010. Hal tersebut
saksi ketahui karena Termohon curhat kepada saksi;

o Bahwa saksi pernah satu kali melihat Termohon dan Pemohon
bertengkar di rumah kontrakannya di Kecamatan Wawotobi Kabupaten
Konawe ketika saya berkunjung ke rumah mereka;

o Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena
Pemohon tidak jujur dengan Termohon mengenai gajinya, saudara
Pemohon dan orangtua Pemohon mengusir Termohon saat mereka

tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon ketika terjadi masalah
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dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

o Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2014 sampai sekarang (2017), Termohon telah
meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh saudara
Pemohon dan orangtua Pemohon;

o Bahwa setahu saksi Termohon suka dengan keluarga Pemohon;

o Bahwa selama berpisah Termohon dan anaknya masih diberi nafkah
oleh Pemohon, karena saksi pernah satu kali melihat bukti transfer
Pemohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

o Bahwa selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak
saling memperdulikan lagi;

o Bahwa saksi sebagai orangtua dan keluarga sering menasehati
Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

o BahwaTermohon dan Pemohon sudah sulituntuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon dan Pemohon
menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Temohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti
saksi lagi, dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan, untuk
Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada
permohonannya semula serta mohon putusan, dan untuk Termohon dalam
kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya dan gugatan
rekonvensinya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara
ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi
adalah sebagaimanatelah dikemukakan di atas;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan

berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi
Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Diknas Kelautan dan Perikanan SULTRA, telah memperoleh izin
cerai dari atasannya yakni Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 417 Tahun
2017 tertanggal 30 Agustus 2017, Sedangkan Termohon Konvensi selaku
Pegawai Negeri Sipil, belum memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari
atasannya, akan tetapi Pemohon Konvensi tetap melanjutkan perkaranya,
sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon
Konvensi dalam persidangan namun tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan
PERMA No.1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.M. Darwis Salam, S.H., dan
berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 Oktober 2017 ternyata tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah
dengan Termohon Konvensi pada tanggal 7 Agustus 2007 dan ikatan
perkawian tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian
Pemohon Konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara
permohonan cerai;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi pada
pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa
sejak tahun 2010 hubungan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi
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pisah ranjang/pisah tempat sejak bulan November 2014 sampai sekarang
(2017). Hal tersebut disebabkan karena sifat Termohon Konvensi yang memiliki
sifat kasar terhadap anaknya, Termohon Konvensi tidak suka
orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon tidak melaksanakan
kewajibannya layaknya seorangistri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut,
Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui telah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan
Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, justru Pemohon Konvensi
selalu pulang malam dan tidak memperhatikan atau mengurus anaknya
kerjanya hanya main kartu saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian parah
sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakuiterhnadap
dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1,2, 3,4 dan 5, namun
oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya
percekcokan yang terus menerus, maka Pemohon Konvensi masih tetap
dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi
dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi
untuk lebih meyakinkan adanya percekcokan Pemohon Konvensi dengan
Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil
permohonannya, dengan mengajukan bukiti tertulis P. berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor 277/14/VIIl/2007 tanggal 8 Agustus 2007, dan bukti
kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX (kakak kandung
Pemohon) dan XXXXX, umur 34 tahun (kakak kandung Pemohon). Kedua
orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan

sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
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o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri
yang telah mempunyai 1 orang anak;

o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi yang
memiliki sifat kasar terhadap anaknya, Termohon Konvensi tidak suka
orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak
melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri karena Termohon
pindah tugas;

o Bahwa terjadi pisah tempat sejak bulan November 2014 sampai saat ini
(2017) dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebuttidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi akta nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi,
maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg).
Dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai
suamiistri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
Pemohon Konvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran
langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain,
dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Pemohon Konvensi,
maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut dipandang telah
memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut
merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon
Konvensitelah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenubhi syaratformal sebagaimana
diaturdalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi

mengenai angka 6.1, 6.2 dan 6.3 dalam jawaban/sanggahan Termohon
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konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan

dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi

tidak jujur dengan Termohon Konvensi mengenai gajinya, saudara Pemohon

Konvensi dan orangtua Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi saat

mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi ketika terjadi masalah

dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan

Termohon Konvensi yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan

November 2014 hingga sekarang (2017), oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang

mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon Konvensi,
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi
tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah
yang menikah di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe pada tanggal 7
Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebuttelah lahir 1 orang anak bernama
XXXXX, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon Konvensi;

o Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering
timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi bulan November
2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;

o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena selain
Termohon Konvensi yang memiliki sifat kasar terhadap anaknya, Termohon
Konvensi tidak suka orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri karena
Termohon pindah tugas sebagai Pegawai Neeri Sipil (PNS), juga sebagai
akibat dari sikap Pemohon Konvensi yang tidak jujur terhadap Termohon
Konvensi mengenai gajinya dan sikap saudara Pemohon Konvensi dan
orangtua Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi saat mereka

tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi ketika terjadi masalah
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masalah dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon
Konvensi;

o Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi agar rukun kembali namun usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2
menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi tersebut akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi
karena alasan tertentu antara lain salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turuttanpaizin pihak lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, antara suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugatyaitu:

o Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

o Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

o Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga antara Pemohon
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Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur
terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti bahwa antara
Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh selain Termohon
Konvensi yang memiliki sifat kasar terhadap anaknya, Termohon Konvensi
tidak suka orangtua/keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak
melaksanakan kewajibannya layaknya seorang istri karena Termohon Konvensi
pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga sebagai akibat dari
sikap Pemohon Konvensi yang tidak jujur terhadap Termohon Konvensi
mengenai gajinya dan sikap saudara Pemohon Konvensi dan orangtua
Pemohon Konvensi mengusir Termohon Konvensi saat mereka tinggal di
rumah orangtua Pemohon Konvensi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga
Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dengan demikian unsur
pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran tersebutyang terjadi antara Pemohon Konvensi
dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan
November 2014 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali
rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
dengan menasihati Pemohon Konvensi agar tidak cerai dengan Termohon
Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan
Pasal 82 ayat (4) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil.
Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi
dalam replik, duplik dan kesimpulan masing-masing pada dasarnya perceraian
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dihindari lagi dan

merupakan langkah yang dapat memberikan kepastian, jaminan
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kemasalahatan, ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi kehidupan
Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebutdi atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon
Konvensi untuk cerai dengan Termohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islamyang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 227 yang
berbunyi:

S HORHAD W S BSORLIOIR QRIS
SHORNEN AAOY AR A Lo 3 O R +o

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah,
dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi
tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalag yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
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yang menyatakan “Ilslam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah
tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami
dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah

memenuhiPasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi
sebagaimanatersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan
dengan jawaban, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan
Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
mengatakan sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali membina rumah tangga
dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi oleh karena itu Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri dari Pemohon Konvensi/Tegugat
Rekonvensi menuntuthak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
perbulan: 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) selama dalam masa iddah;

2. Nafkah anak untuk satu orang anak yang bernama XXXXX sebesar Rp.
2.000.000 perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu
mandiri;

3. Nafkah lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014 sampai
dengan November 2017 atau sampai Pemohon mengucapkan ikrar talak
sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu 35 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 70.000.000,-
(tujuh puluh juta rupiah);
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4. Mutah berupa uang selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 15 tahun
yaitu uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutarupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah
iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang oleh Tergugat
Rekonvensi dalam replik tertulisnya tidak menyampaikan tanggapannya
terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa bardasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri
selama dalam iddah, kecuali istri nusyuz, sehingga berdasarkan pasal tersebut
maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonveni di persidangan
menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman
bersama karena diusir oleh saudara Tergugat Rekonvensi dan orangtua
Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
tinggal di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi, lagi pula Tergugat Rekonvensi
dalam replik tertulisnya tidak mempersoalkan sikap Penggugat Rekonvensi
meninggalkan tempat kediaman bersama, namun demikian Majelis Hakim
menilai bahwa sikap Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman
bersama tidak termasuk nusyuz, sehingga dengan demikian Penggugat
Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah
anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi
dalam replik tertulisnya menyatakan sependapat dengan Penggugat
Rekonvensi tentang nafkah penghidupan anak, namun Tergugat Rekonvensi
tidak sepakat dengan besaran hitungan yang diajukan oleh Penggugat
Rekonvensikarenatidak rasional dan diluar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa bardasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum
Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka

bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang
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belum mencapai umur 21 tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut maka
anak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonveni maupun saksi-
saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah dikaruniai
seorang anak laki-laki bernama XXXXX lahir 3 November 2007, sehingga anak
tersebut berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan nilai inflasi mata
uang dan harga barang yang setip tahun cenderung naik, maka dari jumlah
nafkah anak tersebut harus ditambah 10 % (lima belas persen) setiap
tahunnya,;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah
lampau selama 35 bulan sejak bulan November 2014 sampai dengan
November 2017 sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang oleh
Tergugat Rekonvensi dalam replik tertulisnya menyatakan tidak sepakat
dengan perhitungan Penggugat Rekonvensi karenatidak rasional;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi dan kedua
saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menerangkan bahwa sesuai
penyampaian Tergugat Rekonvensi bahwa selama pisah tempat tinggal sejak
bulan November 2014 sampai sekarang (2017) Tergugat Rekonvensi masih
memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak mengetahui
jumlahnya sedangkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi menerangkan
pernah satu kali melihat bukti transfer uang dari Tergugat Rekonvensi untuk
Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut, maka tidak dapat
diketahui dengan pasti berapa jumlah uang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi
kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah selama pisah tempat tinggal
sejak bulan November 2014 sampai sekarang (2017);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah
sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang oleh Tergugat

Rekonvensi dalam replik tertulisnya menyatakan tidak sependapat dengan
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tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) mengingat Tergugat Rekonvensi hanya seorang PNS yang tentu saja
sangat berat untuk memberikan mutah sesuai permintaan Penggugat
Rekonvensi tersebut yang menurut Tergugat Rekonvensi tidak wajar dan tidak
sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bardasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam, menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, sehingga
berdasarkan pasal tersebut maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah
dari bekas suaminya,;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang
nafkah iddah, nafkah untuk satu orang anak, nafkah lampau dan mut'ah, secara
keseluruhan berjumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta
rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut
cukup besar dan tentu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi
tuntutan Penggugat Rekonvensi baik mengenai nafkah iddah, nafkah untuk
satu orang anak, nafkah lampau dan mut'ah, yang didasarkan rasa keadilan
dan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap/pasti, dan selanjutnya Majelis
Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
membayar nafkah iddah, nafkah untuk satu orang anak, nafkah lampau dan
mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dimuat dalam
amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang

perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
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1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI
. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang
Pengadilan Agama Kendari;

Il. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensiberupa:
2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah);
2.2. Nafkah satu orang anak yang bernama XXXXX sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut
dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp.15.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Ill. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
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- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim
Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi’'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs.
H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B., dan
Drs. Abd. Rahim T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hariitu juga
putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Amnaida, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Dra. Hj. Nurhayati, B., Drs. H. Abd RahimT
Panitera Pengganti,
ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

A. BiayaPerkara
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
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3. Panggilan Rp. 280.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 371.000,00

(tigaratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
B. BiayaMediasi
1. Panggilan Penggugat Rp Nihil
2. Panggilan Tergugat Rp Nihil
3. Lain-lain Rp Nihil
Jumlah Rp Nihil;

Untuk Salinan Putusan
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.
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